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	The demand for humanistic policies in the VUCA era has exposed many stakeholders to serious threats, particularly within the education sector. Rapid changes, biased information, policy uncertainty, and complex problem-solving workflows pose distinct challenges for educational policymakers. This study aims to analyze existing educational policies through the lens of humanistic philosophy. By identifying the gap between policy and practice, this research offers recommendations for improvement. This is crucial to ensure that educational policies remain relevant to contemporary societal needs. This study employs a qualitative approach utilizing a literature review. The collected data is analyzed to identify discrepancies between policy and practice. The analysis of educational policies through a humanistic lens highlights the importance of aligning policies with the needs of a more critical and adaptive society in the current era. By identifying the gap between policy and practice, this research provides recommendations to assist in creating a better and more responsive education system. This study recommends that educational policies become more inclusive and responsive to societal needs. This includes involving the community in decision-making processes and adapting the curriculum to reflect humanistic values.
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	Desakan kebijakan yang humanis di era vuca menyebabkan banyak pemangku kepentingan menghadapi ancaman yang serius khususnya dalam dunia pendidikan. Perubahan yang cepat, informasi yang bias, ketidakpastian akan kebijakan yang berubah, kompleksnya alur penyelesaian masalah menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang ada melalui lensa filsafat humanisme. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran literatur. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Analisis kebijakan pendidikan melalui lensa filsafat humanisme menunjukkan pentingnya relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih kritis dan adaptif di era saat ini. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pendidikan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan mengadaptasi kurikulum untuk mencerminkan nilai-nilai humanis.
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1. PENDAHULUAN
Di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), sistem pendidikan global menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang cepat berubah. Menurut laporan OECD (2020), banyak negara mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan mereka tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Di Indonesia, misalnya, kebijakan pendidikan sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21, yang menekankan pada kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Filsafat humanisme dalam pendidikan menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik, dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab (Rogers, 1969). Teori ini mengharapkan bahwa kebijakan pendidikan harus memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan sosial siswa, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Humanisme menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa dan relevan dengan konteks kehidupan nyata (Maslow, 1970). Pendidikan karakter dihadapkan pada tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah arus modernisasi global. Era ini ditandai oleh dua kekuatan disrupsi utama: Globalisasi dan percepatan Revolusi Industri 5.0. Globalisasi telah menciptakan masyarakat yang terhubung secara instan, namun paradoksnya, sering kali mendorong individualisme dan hedonisme. Nilai-nilai komunal dan kearifan lokal berisiko tergerus oleh budaya pop global dan konsumerisme. Sementara itu, Revolusi Industri yang ditandai dengan dominasi Kecerdasan Buatan (AI) dan otomatisasi, telah mengubah definisi kesuksesan. Jika sebelumnya pendidikan berfokus pada keterampilan kognitif rutin, kini AI mampu melakukan tugas-tugas tersebut. Akibatnya, fokus pendidikan harus bergeser ke ranah yang unik dimiliki manusia, yaitu karakter, etika, dan kreativitas. Disrupsi teknologi, khususnya media sosial dan melimpahnya informasi digital, memberikan dampak signifikan pada pembentukan karakter generasi muda. Fenomena cyberbullying, penyebaran hoaks, dan munculnya filter bubble menuntut pengembangan literasi digital dan integritas digital sebagai bagian integral dari pendidikan karakter. Individu harus memiliki karakter yang kuat agar mampu menyaring informasi, berinteraksi secara etis di ruang virtual, dan tidak kehilangan fondasi moral di tengah banjir data. Di tengah ketidakpastian (uncertainty) dan perubahan nilai (relativisme value), Pendidikan Karakter menjadi sebuah urgensi untuk membentuk kompas moral pada peserta didik. Pendidikan karakter dipahami bukan sebagai penambahan mata pelajaran, melainkan sebagai upaya sistematis dan holistik untuk menanamkan nilai-nilai inti yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan. Tujuan utama Pendidikan Karakter di era modernisasi adalah: Membentuk Individu yang Bertanggung Jawab: Karakter harus mencakup kemampuan untuk mengambil inisiatif dan menanggung konsekuensi dari pilihan, baik dalam konteks profesional maupun social; Membangun Resiliensi dan Ketahanan: Dalam lingkungan yang berubah-ubah, individu perlu memiliki resiliensi (daya lenting) untuk bangkit dari kegagalan dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka Panjang; Mengembangkan Empati dan Kesadaran Sosial: Kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain (empati) menjadi krusial dalam masyarakat global yang heterogen, melawan kecenderungan individualisme dan intoleransi; Menjembatani Kesenjangan Kognitif dan Afektif: Pendidikan karakter berusaha mengatasi kesenjangan yang selama ini terjadi, di mana siswa pintar secara akademis (kognitif) tetapi rapuh secara moral dan emosional (afektif). Penelitian oleh Noddings (2013) menunjukkan bahwa pendekatan humanistik dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Sementara itu, studi oleh Biesta (2015) menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang mengabaikan aspek humanistik cenderung menghasilkan siswa yang kurang siap menghadapi tantangan global. Penelitian lain oleh Dewey (1938) menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar, yang sering kali diabaikan dalam kebijakan pendidikan yang terlalu berfokus pada standar dan pengujian. Meskipun teori humanisme menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, banyak kebijakan pendidikan saat ini masih berfokus pada hasil akademik dan pengujian standar, yang sering kali mengabaikan aspek pengembangan karakter dan keterampilan sosial (Robinson, 2011). Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik, di mana kebijakan yang ada tidak sepenuhnya mendukung pengembangan holistik siswa sesuai dengan prinsip humanisme (Biesta, 2015). Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial yang esensial di era VUCA. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih relevan dan responsif (Noddings, 2013; Robinson, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan melalui lensa filsafat humanisme, dengan fokus pada identifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih berpusat pada siswa dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pendekatan ini didukung oleh teori pendidikan progresif yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap perubahan sosial dan ekonomi (Dewey, 1938). Filsafat Humanistik muncul sebagai reaksi terhadap pandangan deterministik dari behaviorisme dan psikoanalisis pada pertengahan abad ke-20. Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan, sementara Rogers mengembangkan konsep terapi berpusat pada klien. Filsafat Humanistik menekankan potensi manusia untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri, serta pentingnya pengalaman subjektif individu (Maslow, 1943). Teori Filsafat Humanistik berfokus pada beberapa elemen inti, termasuk kebutuhan dasar manusia, aktualisasi diri, dan pengalaman subjektif. Maslow (1943) mengusulkan hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Rogers (1951) menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan pribadi, yang mencakup penerimaan tanpa syarat, empati, dan keaslian. Hubungan antar variabel dalam teori ini berpusat pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan yang mendukung dapat mendorong individu menuju aktualisasi diri. Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan cepat. Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam pembelajaran, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, Filsafat Humanistik sangat relevan karena menekankan pentingnya pengalaman belajar yang personal dan mendukung pertumbuhan individu. Sebagai contoh, penerapan prinsip-prinsip humanistik dalam Kurikulum Merdeka dapat dilihat dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan dan minat siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Rogers tentang pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan empatik (Rogers, 1951). Selain itu, fokus pada pengembangan potensi individu dan aktualisasi diri dalam Filsafat Humanistik dapat membantu siswa menghadapi tantangan di era VUCA dengan lebih percaya diri dan kreatif. Implikasi dari penerapan teori ini dalam kebijakan kurikulum adalah perlunya pelatihan bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan individu. Selain itu, evaluasi pembelajaran harus lebih berfokus pada proses dan perkembangan individu daripada sekadar hasil akhir, sejalan dengan prinsip-prinsip humanistik (Maslow, 1943).

Penelitian ini didukung lewat kajian literatur sebelumnya yang dilakukan oleh Dartini, dkk yang berfokus pada peran fundamental filsafat dalam membentuk SDM yang holistik. Menyebutkan bahwa pembangunan SDM tidak boleh hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi harus mencakup integritas moral dan kesadaran sosial. Penulis menekankan bahwa filsafat berfungsi sebagai landasan berpikir reflektif yang strategis untuk membentuk karakter individu secara utuh. Studi ini menemukan bahwa meskipun filsafat krusial untuk pengembangan potensi holistik dan berpikir kritis, implementasinya sering terhambat oleh pemahaman yang terbatas dan kesenjangan kualitas pendidikan. Bahwa penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengkritik pendidikan yang terlalu teknis dengan mengingatkan kembali "ruh" pendidikan melalui filsafat. Ini sangat relevan untuk mencegah pendidikan menjadi sekadar pabrik tenaga kerja tanpa moral.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi strategi pemangku kepentingan dan menganalisis kebijakan pendidikan yang ada melalui lensa filsafat humanisme untuk menghadapi tantangan di Era VUCA. Dengan kajian yang lebih mendalam dapat memberikan rekomendasi kebijakan maupun strategi dalam menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran literatur dengan menganalisis dokumen kebijakan pendidikan serta data pendukung lainnya. Pendekatan ini dipilih yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur akademik yang dapat dipercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel terkait, dan sumber lainnya (Sugiyono, 2022). Sumber data utama penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang membahas berbagai topik terkait. Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap: (1) persiapan bahasan, (2) melakukan pencarian teori atau sumber pustaka yang kredibel dan relevan, dan (3) menyampaikan hasil pencarian dari berbagai sumber pustaka. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis literatur dilakukan melalui analisis tematik. Tema yang terkait, seperti filsafat pendidikan dan kajian kebijakan pendidikan di sekolah dasar, peran dan rekomendasi filsafat humanisme dalam pengembangan kebijakan pendidikan. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelusuran literatur dan analisis terhadap dokumen kebijakan pendidikan terkini (seperti kurikulum vokasi, kebijakan Link and Match, dan Merdeka Belajar), ditemukan tiga temuan utama yang mendominasi lanskap pendidikan saat ini;
3.1.1 Reduksi Makna "Belajar" Menjadi "Akuisisi Skill"
Dalam respons terhadap era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), pendidikan diterjemahkan sebagai mekanisme adaptasi teknis. Temuan dilapangan, istilah "kompetensi" sering kali menggantikan "kearifan". Fokus evaluasi (seperti PISA atau Asesmen Nasional) lebih berat pada literasi dan numerasi yang bersifat fungsional yang artinya kemampuan numerasi hanya digunakan untuk membaca serta memahami informasi kerja dan menghitung untuk logika teknis daripada kemampuan reflektif yang mendalam tentang eksistensi diri atau moralitas sosial. Hal ini memicu kesenjangan antara konsep "Merdeka Belajar" dan implementasi lapangan. Meskipun konsep Merdeka Belajar yang diusung pemerintah secara filosofis mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara (pendidikan yang memerdekakan), hasil di lapangan menunjukkan paradoks. Temuan dilapangan guru sering kali terjebak dalam administrasi pembuktian kinerja yang birokratis. "Kemerdekaan" siswa diterjemahkan sebagai kebebasan memilih skill teknis (misal: magang, proyek independen), namun kurang memberikan ruang untuk dialog filosofis yang membangun karakter "manusia seutuhnya" di luar konteks produktivitas ekonomi.
3.1.2 Hegemoni Human Capital Theory dalam Pendidikan
Kebijakan pendidikan saat ini tampaknya beroperasi di bawah payung human capital theory, yang memandang manusia sebagai aset ekonomi fokus berlebih pada hard skills dan soft skills untuk kebutuhan pasar (seperti kolaborasi, komunikasi bisnis, coding) berisiko mereduksi peserta didik menjadi "sekrup" dalam mesin industri. Ini adalah bentuk instrumentalisasi manusia. Pendidikan tidak lagi menjadi tujuan pada dirinya sendiri untuk memuliakan akal budi, melainkan sekadar alat untuk pertumbuhan ekonomi. Hal dapat berdampak menciptakan generasi yang "cerdas teknis namun rapuh jiwanya" (dehumanisasi). Mereka siap bekerja, tetapi mungkin gagap ketika dihadapkan pada pertanyaan eksistensial, krisis etika, atau pemaknaan hidup di luar pekerjaan. Reinterpretasi "Pemanusiaan" di Era VUCA mengkritik bahwa pendidikan saat ini sepenuhnya melupakan esensi manusia juga perlu diuji. Di Era VUCA, definisi "memanusiakan manusia" mengalami pergeseran makna yang perlu dipahami secara dialektis. Sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan. Kebijakan pendidikan harus dapat membekali siswa dengan skills untuk bertahan hidup (survival) di pasar yang kejam sesungguhnya adalah bentuk pemanusiaan juga. Tanpa skill relevan, manusia akan terpinggirkan, menjadi miskin, dan kehilangan martabatnya. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis (critical thinking) dan adaptabilitas yang diajarkan untuk kebutuhan belajar murid, jika diarahkan dengan benar, adalah modalitas bagi manusia untuk berdaya (ber-agensi). Kunci akar masalah bukan pada adanya pengajaran skill kerja, melainkan pada hilangnya konteks nilai. Jika critical thinking hanya diajarkan untuk memecahkan masalah teknis, itu pragmatisme. Namun, jika critical thinking diajarkan untuk memecahkan masalah ketidakadilan sosial, itu adalah pemanusiaan.
3.1.3 Jalan Tengah: Humanisme Pragmatis
Pendidikan ideal di era modern tidak bisa memilih salah satu makna dan sudut pandang sehingga pada akhirnya tidak relevan bagi murid yang memiliki ciri khas identitas kebutuhan dan minat belajar yang berbeda. Hal ini harus dipandang sebagai modal untuk menyentuh aspek humanisme dan empati murid agar lebih berdaya. Kebijakan pendidikan telah banyak bergeser memunculkan pandangan, kebijakan yang positif bergerak menuju humanisme pragmatis. Artinya, pendidikan saat ini sudah tidak memandang lagi pengelompokan berdasarkan kemampuan tinggi dan rendah atau menciptakan kemampuan yang sesuai dengan dunia kerja. Metode pengajaran sudah mulai mengarah ke humanis melalui pembiasaan dan keteladanan di satuan pendidikan. Seperti contoh dalam pengajaran coding bukan hanya agar bisa membuat aplikasi jualan, tetapi juga mendiskusikan etika AI, dampak teknologi pada privasi manusia, dan bagaimana kode bisa membantu kemanusiaan.
3.2.  Pembahasan
Ditemukan dua realitas yang bertolak belakang (paradoksal) terkait penggunaan teknologi, demokratisasi akses dan personalisasi ini memberikan pandangan kebijakan dalam hal positif bahwa teknologi telah berhasil meruntuhkan tembok fisik sekolah. Hal ini diperkuat saat pandemi covid-19 banyak platform belajar online yang menawarkan akses materi tak terbatas seperti Platform EdTech (LMS, MOOCs, AI Tutors) memungkinkan akses materi 24/7. Siswa di daerah terpencil dapat mengakses kualitas konten yang sama dengan siswa di kota besar. Dengan adanya proses ini maka, administrasi belajar menjadi sangat efisien. Algoritma adaptif mampu menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar siswa, sebuah fitur yang sulit dilakukan guru secara manual di kelas besar. Namun hal ini juga dapat membuat degradasi kualitas interaksi sosial yang berpengaruh dalam sisi negatif adanya kebijakan pendidikan ini. Meskipun frekuensi komunikasi meningkat (lewat chat atau forum), kedalaman emosional interaksi menurun drastis. Dalam pembelajaran sinkronus (Zoom/Meet), mayoritas siswa mematikan kamera. Hal ini menghilangkan non-verbal cues (bahasa tubuh, ekspresi mikro, tatapan mata) yang krusial bagi guru untuk membangun empati dan membaca kondisi psikologis siswa. Komunikasi cenderung terbatas pada instruksi tugas dan pengumpulan nilai saja tanpa adanya dialog reflektif yang mengundang momen "aha!" yang sebaiknya hal ini sering terjadi secara organik dalam ruang-ruang diskusi sekolah atau sela-sela jam pelajaran menjadi hilang. Bagian ini dapat menghilangkan esensi pendidikan sebagai proses humanisasi.
3.2.1 Reduksi Pendidikan: Dari "Transformasi Diri" Menjadi "Transfer Data"
Pendidikan humanis (seperti gagasan Paulo Freire atau Ki Hajar Dewantara) menekankan pertemuan jiwa antar manusia. Guru bukan sekadar penyampai informasi, melainkan pamong yang menularkan nilai melalui presence (kehadiran utuh). Namun yang terjadi teknologi cenderung mereduksi pendidikan menjadi sekadar transfer informasi. Ketika interaksi dimediasi layar, transfer pengetahuan (explicit knowledge) berjalan lancar, tetapi transfer nilai, rasa, dan karakter (tacit knowledge) terhambat hal ini akan menyebabkan banyak permasalahan pada arah kebijakan pendidikan kita. Tentunya, ini akan berdampak pada siswa yang akan menjadi imbas mungkin di didik untuk menjadi pintar secara kognitif karena akses informasi yang luas, tetapi mengalami "kelaparan emosional". Mereka kehilangan figur teladan yang nyata yang bisa disentuh dan dirasakan energinya. Ini berisiko melahirkan generasi yang asosial atau memiliki empati digital yang rendah seperti mudah menghakimi di media sosial, sulit berkonflik di dunia nyata yang menciptakan sebuah permasalahan baru yakni cyberbullying.
3.2.2 Pendidikan menciptakan ilusi konektivitas (The Illusion of Connection)
Sherry Turkle dalam bukunya Alone Together menyebutkan bahwa teknologi membuat kita "terhubung tapi kesepian". Hal ini terjadi nyata dalam konteks kelas digital, fitur chat dan reaction emoji memberikan ilusi bahwa kelas berjalan interaktif. Namun, emoji "jempol" atau "hati" adalah penyederhanaan emosi yang ekstrem. Ia tidak bisa menggantikan validasi emosional dari tatapan bangga seorang guru atau tepukan bahu dari teman sekelas. Sehingga ketika perspektif humanisme dihubungkan inti humanisme memanusiakan manusia melalui hubungan timbal balik yang tulus menjadi paradoks saja. Jika teknologi membuat siswa merasa hanya sebagai "akun" atau "nomor absen" yang dinilai oleh algoritma, maka teknologi telah mendehumanisasi proses belajar. Tentu pergeseran peran dari high tech ke sistem high touch membutuhkan kajian yang mendalam tentu kita sepakat bahwa teknologi tidak harus dikucilkan. Hasil kajian ini menegaskan perlunya redefinisi peran. Sehingga semakin tinggi penggunaan teknologi (High Tech), semakin tinggi pula kebutuhan akan sentuhan manusia (High Touch). Ini memberikan peran baru bagi guru. Di era VUCA, tugas guru bukan lagi mengajar "apa" (karena Google lebih tahu), melainkan mengajar "bagaimana" dan "mengapa". Teknologi mengambil alih tugas kognitif tingkat rendah (menghafal, menghitung), sehingga guru seharusnya punya waktu lebih banyak untuk tugas humanis: mendengar, memotivasi, dan memfasilitasi dialog moral. Tentu hal ini harus dianalisis lebih lanjut terutama pada regulasi beban kerja guru dan studi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan tajam (gap) antara "apa yang diharapkan" dengan "apa yang harus dikerjakan". Berikut adalah tiga temuan utamanya:
1. Tuntutan Peran Ganda yang Kontradiktif
Secara regulasi, pemerintah melalui Kurikulum Merdeka menuntut guru menjadi agen humanis. Indikatornya Guru diminta melakukan asesmen diagnostik non-kognitif (memahami emosi siswa), pembelajaran berdiferensiasi (personal), dan menjadi fasilitator yang memiliki empati untuk menyentuh rasa dan minat belajar murid. Temuan di lapangan, guru dibebani oleh tuntutan teknokratis. Kewajiban mengisi aplikasi (seperti PMM/Platform Merdeka Mengajar, E-Kinerja), melengkapi bukti dukung administrasi akreditasi, hingga laporan BOS membuat waktu guru habis di depan laptop, bukan di hadapan siswa. Sehingga pada akhirnya, kebijakan dibuat untuk menyederhanakan hal tersebut bukan menambah beban kinerja dan moral yang tinggi. 
2. Fenomena "Administrasi sebagai Bukti Kinerja"
Sistem evaluasi kinerja guru saat ini lebih berbasis pada kepatuhan administratif (compliance) daripada dampak nyata di kelas. Temuan di lapangan kualitas seorang guru sering kali diukur dari kelengkapan dokumen (RPP/Modul Ajar yang sempurna, sertifikat pelatihan) dan bukan dari kualitas interaksi di kelas. Guru yang sibuk berinteraksi dengan siswa tetapi administrasinya tertinggal sering dianggap berkinerja buruk, sementara guru yang administrasinya rapi namun jarang hadir secara mental di kelas justru mendapat nilai baik.
3. Digitalisasi yang “Menambah Beban”, bukan mengurangi
Ide awal digitalisasi administrasi adalah efisiensi, namun hasil temuan menunjukkan sebaliknya. Temuan di lapangan digitalisasi sering kali hanya memindahkan tumpukan kertas ke dalam format digital tanpa menyederhanakan prosesnya. Guru mengalami technostress karena harus mempelajari berbagai aplikasi pelaporan yang sering berubah-ubah fiturnya, yang ironisnya memakan waktu persiapan mengajar mereka. 
3.2.3 Terjebak dalam Budaya Performativitas (Performativity Culture)
Mengutip Stephen Ball, kebijakan pendidikan saat ini menciptakan budaya performativity. Analisis kritis dari kebijakan pendidikan kita guru dipaksa untuk "tampil" baik dalam bentuk data dan dokumen agar terlihat bekerja. Energi guru habis untuk memproduksi bukti kerja (foto kegiatan, laporan, sertifikat), alih-alih melakukan kerja itu sendiri (mendidik). Ini berdampak pada humanisme dan psychological well-being yang sangat dibutuhkan guru saat mendidik. Guru dapat diberikan ruang dan waktu yang tidak terstruktur untuk dapat membuka diskusi dengan murid dan mendengarkan curhat murid, mengamati perilaku, berdialog kritis agar humanisme ini bukan hanya sekedar jargon dan kebutuhan semata. Kegiatan justru cenderung sulit didokumentasikan dalam format administratif baku karena membutuhkan ruang pribadi dan keadaan yang kondusif untuk melakukan pendampingan agar organik dapat tergali informasi yang diperlukan. Apabila ini diabaikan akibatnya, aspek humanis berjalan hanya sebagai formalitas dan tidak dihitung dalam tugas guru dalam poin kinerja. Pseudo-Humanisme dalam kebijakan menuntut guru menjadi humanis tanpa memberikan ruang (waktu dan otonomi) adalah bentuk pseudo-humanisme atau humanisme semu. Paradoks kebijakan pemerintah meminta guru untuk "memerdekakan siswa", tetapi guru itu sendiri "dijajah" oleh administrasi. Bagaimana mungkin seorang guru yang stres, lelah, dan tertekan oleh tenggat waktu administrasi mampu menjadi sosok yang hangat, sabar, dan empatik bagi siswanya. Sehingga koneksi emosional rendah dapat memicu kelelahan administratif (administrative burnout) menyebabkan guru mengalami emotional exhaustion. Akibatnya, interaksi dengan siswa menjadi transaksional ("yang penting materi sampaikan") dan kehilangan sentuhan personal. Adanya mitos "Super-Teacher" seolah mengonstruksi sosok guru sebagai "manusia super" yang mampu menjadi pendidik filosofis di pagi hari dan administrator birokratis yang andal di sore hari. Realitasnya kapasitas kognitif dan emosional manusia terbatas. Ketika beban kognitif habis untuk mengurus kompleksitas administrasi, kapasitas untuk empati (inti humanisme) akan menurun. Kebijakan ini gagal mengakui keterbatasan manusiawi dari guru itu sendiri.
4. KESIMPULAN 
Analisis kebijakan pendidikan melalui lensa filsafat humanisme menunjukkan pentingnya relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dengan menyederhanakan kebijakan terhadap realitas beban kerja guru. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendulum kebijakan pendidikan saat ini memang terlalu condong ke arah pragmatisme pasar (kebutuhan dunia kerja). Indikator keberhasilan pendidikan terlalu didominasi oleh serapan tenaga kerja dan pendapatan lulusan, yang secara tidak langsung mengerdilkan peran pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia (pembentukan watak, etika, dan kebijaksanaan). Namun, solusinya bukan menolak kebutuhan pasar. Pendidikan harus mengembalikan esensinya dengan cara mengintegrasikan nilai humaniora ke dalam pendidikan keterampilan. Skill untuk bekerja adalah nilai-nilai humanisme yang dapat sebagai tameng perlindungan untuk menghadapi dunia, tetapi nilai kemanusiaan adalah "jiwa" yang menggerakkannya. Tanpa jiwa, esensi pendidikan itu hanya seperti gelas kosong tanpa makna, tanpa nilai-nilai humanisme, jiwa itu tidak terlindungi di era VUCA. Teknologi di era VUCA bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah pembebas yang mendemokratisasi akses pengetahuan bagi siapa saja. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan pedagogi yang tepat, ia berpotensi menjadi isolator yang mengikis interaksi emosional dan mereduksi pendidikan menjadi sekadar transaksi data. Esensi humanisme tidak hilang karena teknologi itu sendiri, melainkan karena kita sering kali menggantikan peran guru dengan teknologi, padahal seharusnya teknologi hanya menjadi alat bantu bagi guru untuk memperluas dampak kemanusiaannya. Pendidikan masa depan harus mengembalikan "jiwa" ke dalam ruang digital untuk dapat hadir sebagai etika dan pelindung murid akan nilai-nilai humanisme. Hasil kajian menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan saat ini mengalami disorientasi prioritas sehingga perlu adanya strategi lanjutan dari para pemangku kepentingan untuk duduk bersama terkait dengan isu-isu khusus yang membahas tentang beban kerja guru dan kesejahteraan psikologi guru. Tuntutan humanisme hanya menjadi jargon di permukaan, sementara arus bawah kebijakan justru memperkuat belenggu administratif. Kebijakan ini menciptakan krisis otentisitas dimana, guru dipaksa memilih antara menjadi "administratur yang baik" (disukai sistem) atau "pendidik yang baik" (disukai siswa). Idealnya, administrasi haruslah menjadi alat bantu (support system) yang seminimal mungkin, bukan menjadi tujuan akhir yang menyita sumber daya utama guru, yaitu: waktu dan perhatian untuk siswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan kebijakan pendidikan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pendidik dan siswa. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pendidikan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan mengadaptasi kurikulum untuk mencerminkan nilai-nilai humanis.
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